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Standard Operating Procedures (SOP) in health administration 

have a vital role in maintaining the quality of ethical and 

professional public services. However, in its implementation, 

various problems are still found that have an impact on the 

quality of health services. This study aims to analyze problems in 

the implementation of SOPs based on health administration 

ethics based on a review of five scientific journals. The method 

used is Systematic Literature Review with data sources from 

articles published in 2024. The results of the study show that the 

main problems include procedural deviations, low understanding 

of ethical principles by officials, distribution of human resources 

that do not meet workforce standards, and weak implementation 

of good governance principles in public services. To overcome 

these problems, it is necessary to prepare SOPs based on ethical 

administrative values, increase the capacity of officials, and 

strengthen the monitoring and evaluation system in the 

implementation of health services. 
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Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam administrasi 

kesehatan memiliki peran vital dalam menjaga kualitas pelayanan 

publik yang beretika dan profesional. Namun, dalam 

implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan yang 

berdampak pada kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam penerapan 

SOP berbasis etika administrasi kesehatan berdasarkan telaah 

terhadap lima jurnal ilmiah. Metode yang digunakan adalah 

Systematic Literature Review dengan sumber data dari artikel 

yang dipublikasikan pada tahun 2024. Hasil studi menunjukkan 

bahwa permasalahan utama meliputi penyimpangan prosedur, 

rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip etika, distribusi 

sumber daya manusia yang tidak memenuhi standar ketenagaan, 

serta lemahnya penerapan prinsip good governance dalam 

pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

diperlukan penyusunan SOP berbasis nilai-nilai etika 

administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan 
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sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan. 
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Pendahuluan  

Dalam dunia pelayanan kesehatan, administrasi memegang peranan krusial sebagai 

jembatan antara pelayanan medis dan sistem manajerial institusi kesehatan. Sebagai mana 

di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan bahwa 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan 

sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik 

bahwa pemerintah sebagai penyedia layanan publik memberikan pelayanan yang efektif 

dengan tujuan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, serta 

mengurangi kemiskinan(Agung & Agung, 2025). kepercayaan pada pemerintah dan 

administrasi publik di negara Jadi berdasarkan UndangUndang dan Pasal tersebut maka 

diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan adil 

kepada seluruh lapisan Masyarakat. Untuk menjamin konsistensi, efisiensi, serta 

akuntabilitas dalam proses administratif, diterapkanlah Standar Operasional Prosedur 

(SOP) sebagai pedoman kerja yang baku. Namun, di balik penerapan SOP yang bertujuan 

menata tata kelola birokrasi kesehatan secara sistematis, muncul berbagai permasalahan 

etis yang berpotensi mengganggu nilai-nilai profesionalisme, terutama dalam situasi yang 

memerlukan fleksibilitas dan pendekatan humanis(Sukmajadi, 2019).  

Etika administrasi kesehatan menuntut agar setiap tindakan birokratis tetap 

menjunjung tinggi prinsip moral seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan 

penghormatan terhadap martabat manusia. SOP berfungsi menjamin konsistensi, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi kesehatan. Pengabaian SOP 

sering menjadi ciri maladministrasi, seperti penundaan layanan, penyalahgunaan 

wewenang, dan praktik KKN(Asnita et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan etika 

administrasi publik yang konsisten menjadi kunci untuk memitigasi risiko tersebut.Namun 

dalam praktiknya, pelaksanaan SOP yang terlalu kaku sering kali menimbulkan dilema 

etis, khususnya ketika prosedur bertentangan dengan kebutuhan mendesak pasien atau 

menghambat proses pelayanan karena beban administratif yang berlebihan(Ashari, E., 

n.d.). Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepatuhan pada prosedur formal 

dengan prinsip etika profesional yang menuntut pelayanan berbasis empati dan 

kemanusiaan. 

Penelitian Ahatria et al. (2024) menegaskan bahwa etika administrasi publik 

berperan penting dalam mencegah maladministrasi serta dapat memperbaiki citra 

pelayanan publik. Studi tersebut menunjukkan bahwa implementasi etika yang serius 

mampu mengurangi praktik-praktik maladministrasi (termasuk penyimpangan 
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prosedur/SOP). Dengan kata lain, SOP yang dilandasi nilai-nilai etika profesional 

diperlukan untuk menjaga integritas tata kelola administrasi.  Etika administrasi publik juga 

erat kaitannya dengan penerapan prinsip good governance(Destianingrum et al., 2017). 

Yudianto et al. (2024) melaporkan bahwa penerapan lima prinsip etika administrasi publik 

secara optimal (manajemen efektif, responsivitas, akuntabilitas, transparansi, supremasi 

hukum) meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam praktiknya, keberadaan SOP 

yang mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan 

kepentingan pihak-pihak terkait, meningkatkan efisiensi layanan, serta membangun 

kepercayaan masyarakat(Ilmu et al., 2025). 

Berbagai studi mengungkapkan bahwa penerapan etika dan SOP dalam 

administrasi kesehatan masih menghadapi kendala serius. Di RSUD Lembang, kekurangan 

fasilitas dan SDM menyebabkan antrean panjang dan pelayanan yang tidak optimal, 

ditambah penerapan etika 5S yang belum merata. Di Klinik Kusuma Samarinda, minimnya 

tenaga administrasi, ketiadaan kebijakan rekrutmen, dan penugasan yang tidak sesuai 

keahlian menghambat efisiensi dan konsistensi prosedur(Sari, 2018). Hal serupa terjadi di 

Unit Pelabuhan Raha, di mana meskipun SOP telah diterapkan, kekurangan tenaga ahli 

dan gangguan dari pihak luar menghambat pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa 

SOP dan etika administrasi memerlukan dukungan SDM, fasilitas, serta pengawasan yang 

kuat agar berjalan efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola SDM 

dengan SOP yang jelas dan pengawasan etis agar administrasi berjalan sesuai 

standar(Natasia et al., n.d.). Meski etika administrasi telah diterapkan di banyak instansi, 

kendala tetap terjadi. Sri Ratna Ningsih et al. (2024) mencatat bahwa di Unit Pelabuhan 

Raha, penerapan etika cukup baik, namun efisiensi terganggu oleh kekurangan tenaga ahli. 

Ini membuktikan bahwa SOP tanpa dukungan sumber daya dan pengawasan yang 

memadai belum cukup menjamin layanan yang optimal(Amelia, 2018). 

Dari berbagai kajian tersebut, jelas bahwa SOP memegang peran krusial dalam 

menjaga standar etika administrasi kesehatan. Penerapan SOP yang baik, disertai nilai-

nilai etika administrasi publik, berkontribusi mencegah malpraktek administratif dan 

meningkatkan mutu layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana penerapan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam administrasi kesehatan dapat mencerminkan 

prinsip etika profesional dan Apa saja kendala etis dan birokratis yang dihadapi dalam 

implementasi SOP di institusi pelayanan kesehatan, serta bagaimana solusinya untuk 

menjaga profesionalisme? 

 

Metode 

1. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode observasional retrospektif dengan pendekatan 

kualitatif berbentuk tinjauan sistematis (systematic review). Pendekatan ini digunakan 

untuk mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan terkait permasalahan SOP 

dalam etika administrasi kesehatan. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang 

etika administrasi publik, penerapan SOP dalam pelayanan kesehatan, dan 

maladministrasi pelayanan publik. Sampel dipilih berdasarkan kriteria inklusi yaitu 

artikel berbahasa Indonesia atau Inggris, terbit pada lima tahun terakhir (2019–2024), dan 

memiliki relevansi dengan tema penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan mesin pencari Google 

Scholar dan database jurnal nasional dan internasional. Penelusuran literatur 

menggunakan kata kunci "etika administrasi publik", "SOP pelayanan kesehatan", 

"maladministrasi", dan "kualitas pelayanan kesehatan". Artikel yang terpilih adalah 

artikel dengan ketersediaan full text yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data untuk memilih informasi 

yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, dan verifikasi hasil 

penelitian. Selanjutnya dilakukan sintesis untuk menarik kesimpulan mengenai 

permasalahan SOP dalam etika administrasi kesehatan berdasarkan telaah literatur 

yang telah dikumpulkan. 

 

Hasil dan Pembahasan  

a. Etika Ketidakpatuhan Terhadap SOP dalam Administrasi Kesehatan dapat 

mencerminkan prinsip-prinsip etika profesional 

Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum pada Tabel Hasil, banyak instansi 

kesehatan yang belum melaksanakan SOP secara konsisten. Ahatria dkk. (2024) 

mengungkapkan bahwa penyimpangan SOP terhadap administrasi, seperti keterlambatan 

layanan, penyalahgunaan wewenang, dan diskriminasi dalam pelayanan(Suswantoro & 

Adrian, 2024). Hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang diatur dalam 

UU No. 25 Tahun 2009, khususnya prinsip kepastian waktu dan keadilan dalam tantangan 

dalam penerapan prinsip-prinsip etika profesional. SOP dirancang untuk memastikan 

bahwa setiap proses administrasi berjalan secara konsisten, transparan, dan bertanggung 

jawab, yang semuanya merupakan nilai fundamental dalam etika profesi kesehatan. Ketika 

SOP tidak dipatuhi, hal ini tidak hanya mengganggu kelancaran layanan tetapi juga 

berpotensi merusak kepercayaan pasien dan publik terhadap institusi kesehatan(Amelia, 

2018). 

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap SOP juga dapat mencerminkan pelanggaran 

terhadap prinsip keadilan. Dalam pelayanan kesehatan, setiap pasien berhak mendapatkan 

perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi. Jika SOP tidak dijalankan dengan 

konsisten, misalnya dalam pengelolaan antrean atau pemberian layanan, maka kesempatan 

untuk pelayanan yang adil dapat terganggu, yang berujung pada ketidaksetaraan dalam 

akses dan kualitas layanan. Tidak hanya itu, prinsip akuntabilitas juga sangat terkait 

dengan kepatuhan terhadap SOP(Laskita et al., 2025). Profesional kesehatan bertanggung 

jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, dan SOP membantu menjaga transparansi serta 

kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap langkah dalam proses administrasi. 

Ketika SOP diabaikan, akuntabilitas ini menjadi sulit dipertahankan, yang akhirnya dapat 

merusak kepercayaan pasien dan lembaga kesehatan. 

ketidakpatuhan terhadap SOP berpotensi melanggar prinsip non-maleficence, yaitu 

kewajiban untuk tidak mencelakai pasien. Kesalahan administratif yang timbul akibat 

pelanggaran SOP dapat menyebabkan dampak negatif seperti kesalahan dalam 

pengelolaan data medis, keterlambatan penanganan, atau pelanggaran privasi pasien. 

Semua hal ini jelas bertentangan dengan kewajiban profesional untuk melindungi pasien 

dari bahaya(Suswantoro & Adrian, 2024). Pada akhirnya, pelanggaran SOP juga 

menandakan kurangnya komitmen terhadap profesionalisme. Seorang tenaga administrasi 
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kesehatan yang tidak mematuhi SOP menunjukkan sikap ceroboh dan kurang bertanggung 

jawab, yang dapat merusak reputasi institusi dan menurunkan mutu pelayanan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan terhadap SOP merupakan bagian integral 

dari penerapan prinsip-prinsip etika profesional dalam administrasi kesehatan(Laskita et 

al., 2025). 

Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap SOP bukan hanya masalah teknis, 

melainkan juga cerminan dari pelanggaran nilai-nilai etika profesional yang sangat penting 

dalam dunia kesehatan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pengawasan 

agar setiap tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ada, 

demi menjaga kualitas pelayanan sekaligus memelihara kepercayaan publik terhadap 

institusi kesehatan(Kralik et al., 2005). Selain dampak langsung terhadap etika profesional, 

ketidakpatuhan terhadap SOP dalam administrasi kesehatan juga dapat menimbulkan 

konsekuensi yang lebih luas, baik bagi institusi kesehatan maupun pasien. Ketidakpatuhan 

ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan administratif yang berdampak pada gangguan 

koordinasi antarunit layanan, hilangnya data penting, atau bahkan pelanggaran hukum 

terkait pengelolaan data dan privasi pasien(Das & Kakoti, 2021). Ketika SOP tidak 

dijalankan dengan benar, risiko kegagalan sistemik meningkat, sehingga pelayanan yang 

diberikan menjadi tidak efisien dan berpotensi membahayakan pasien. Hal ini tentunya 

bertentangan dengan tujuan utama administrasi kesehatan, yakni untuk mendukung 

pelayanan medis yang aman, efektif, dan berkualitas. 

Penelitian menegaskan bahwa kepatuhan terhadap SOP merupakan cerminan 

penting dari prinsip-prinsip etika profesional dalam administrasi kesehatan. Studi Putri dan 

Santoso (2021) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan SOP di rumah sakit menyebabkan 

kesalahan pencatatan data pasien, berdampak pada pelayanan medis yang kurang optimal 

dan menurunnya kepercayaan pasien. Penelitian ini menekankan peran integritas dan 

akuntabilitas petugas administrasi dalam menjaga kualitas layanan(Das & Kakoti, 2021). 

Temuan Rahman et al. (2020) juga mengaitkan pelanggaran SOP dengan lemahnya 

pengawasan dan kurangnya pemahaman staf mengenai etika profesional. Selain itu, 

penelitian Wijaya (2019) mengungkap bahwa ketidakpatuhan SOP dapat menyebabkan 

perlakuan tidak adil terhadap pasien, terutama dalam pengelolaan antrean dan layanan 

informasi, yang mencerminkan pelanggaran prinsip keadilan dalam etika kesehatan. 

Dengan demikian, kepatuhan terhadap SOP bukan hanya soal prosedur teknis, tetapi juga 

penerapan nilai-nilai etika seperti keadilan dan non-maleficence dalam praktik sehari-hari. 

Dalam konteks penguatan implementasi SOP, sangat penting untuk menanamkan 

nilai-nilai etika secara menyeluruh kepada setiap tenaga administrasi kesehatan. Penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa tanpa pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip etika 

profesional, kepatuhan terhadap SOP cenderung bersifat mekanis dan rentan terhadap 

pelanggaran ketika menghadapi tekanan kerja atau situasi kompleks. Oleh sebab itu, 

pendidikan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek etika dengan prosedur operasional 

menjadi langkah strategis untuk membentuk budaya kerja yang disiplin dan bertanggung 

jawab(Reyes, 2020). Hal ini sekaligus memperkuat sikap profesionalisme yang tidak 

hanya berorientasi pada pemenuhan tugas, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak 

dan kesejahteraan pasien. Manajemen institusi kesehatan juga memegang peranan penting 

dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan SOP. Dengan 

adanya monitoring dan evaluasi secara berkala, pelanggaran dapat dideteksi lebih awal dan 

segera dilakukan tindakan korektif. Penguatan sistem sanksi bagi pelanggaran SOP, 

disertai dengan pendekatan pembinaan dan edukasi, akan meningkatkan kesadaran staf 

akan konsekuensi etis dan profesional dari setiap tindakan mereka. Sehingga, 
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ketidakpatuhan yang terjadi bukan sekadar dianggap sebagai kesalahan prosedural, tetapi 

juga sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesi yang harus dihindari(Peterson, 2006). 

Selain itu, pemberdayaan tenaga administrasi kesehatan melalui pelibatan aktif 

dalam penyusunan dan revisi SOP juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung 

jawab terhadap standar kerja yang berlaku. Ketika petugas merasakan keterlibatan dan 

pemahaman yang mendalam terhadap SOP, mereka akan lebih termotivasi untuk 

mematuhi prosedur dan menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip etika profesional yang menekankan penghargaan 

terhadap otonomi dan penghormatan terhadap kontribusi setiap individu dalam sistem 

kesehatan(Saeidnia et al., 2024). Akhirnya, ketidakpatuhan terhadap SOP dalam 

administrasi kesehatan bukan hanya isu teknis atau administratif semata, melainkan 

merupakan refleksi nyata dari tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika 

profesional secara konsisten. Upaya yang menyeluruh, mulai dari pendidikan, 

pengawasan, pembinaan, hingga pemberdayaan staf, sangat diperlukan untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang tidak hanya efisien dan berkualitas, tetapi juga berlandaskan nilai-

nilai etika yang kuat(Park et al., 2015). Dengan demikian, pelayanan kesehatan dapat 

berjalan optimal, menjaga keselamatan pasien, serta membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap institusi kesehatan sebagai lembaga yang profesional dan bertanggung jawab. 

b. Apa kendala etis dan birokrasi dalam pelaksanaan SOP di layanan kesehatan dan 

bagaimana solusinya 

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di layanan kesehatan sangat penting 

untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan akuntabilitas pelayanan. Namun, dalam 

praktiknya, banyak kendala etis yang muncul, terutama ketika tenaga kesehatan menghadapi 

situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan empati(Mehra et al., 2021). Misalnya, 

ketatnya prosedur SOP terkadang bertentangan dengan kebutuhan pasien yang mendesak, 

sehingga petugas harus memilih antara mematuhi aturan atau memberikan pelayanan yang 

lebih cepat dan humanis. Kondisi ini dapat menimbulkan dilema etika yang mempengaruhi 

profesionalisme dan integritas dalam administrasi kesehatan(Sharma & Hossain, 2019). 

Selain kendala etis, birokrasi yang kompleks juga menjadi hambatan signifikan dalam 

penerapan SOP. Prosedur yang berbelit-belit, dokumentasi yang berlebihan, dan kurangnya 

tenaga administrasi yang kompeten menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat dan 

tidak efisien. Tumpang tindih tugas antar staf serta minimnya koordinasi juga menambah 

beban birokrasi yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pelayanan dan kepuasan 

pasien. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang tidak efektif seringkali menjadi 

penghalang utama dalam penerapan SOP secara optimal di institusi kesehatan(Ittenbach et 

al., 2014). Kendala tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas layanan, tetapi juga 

berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. 

Ketidakpatuhan terhadap SOP yang dipicu oleh tekanan birokrasi dan dilema etis dapat 

menyebabkan inkonsistensi pelayanan dan potensi pelanggaran hak pasien. Oleh karena itu, 

penting bagi manajemen institusi kesehatan untuk memahami sumber masalah ini agar dapat 

mengambil langkah tepat dalam meningkatkan sistem administrasi dan etika kerja tenaga 

kesehatan(Haller & Stoelwinder, 2017). 

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penyederhanaan dan penyesuaian SOP 

agar lebih fleksibel namun tetap berpegang pada standar profesional. Sosialisasi dan 

pelatihan berkala mengenai pentingnya etika dan penerapan SOP yang adaptif dapat 

meningkatkan kesadaran dan kompetensi petugas. Selain itu, penguatan sistem pengawasan 

yang bersifat konstruktif, bukan hanya bersifat kontrol atau hukuman, sangat diperlukan 

untuk mendorong kepatuhan sekaligus menjaga semangat rofesionalisme(Krishnamoorthy et 
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al., 2023). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi 

informasi juga menjadi solusi strategis untuk mengurangi beban birokrasi. Dengan tenaga 

yang cukup dan terlatih serta dukungan sistem digital yang terintegrasi, proses administrasi 

dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Hal ini akan membantu menciptakan pelayanan 

kesehatan yang tidak hanya sesuai SOP, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika 

profesional, sehingga kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan dapat terus 

terjaga(Shestopalova & Gololobova, 2018). 

Selain penyederhanaan SOP dan pelatihan etika, penting juga untuk mendorong budaya 

kerja yang terbuka dan komunikatif di institusi kesehatan. Budaya ini memungkinkan tenaga 

kesehatan untuk melaporkan masalah, hambatan, atau pelanggaran SOP tanpa rasa takut 

akan sanksi yang berlebihan. Dengan demikian, masalah-masalah etis dan birokrasi dapat 

diidentifikasi dan diselesaikan secara proaktif, bukan hanya ditangani setelah terjadi 

kesalahan atau keluhan dari pasien(Meyer-Zehnder et al., 2017). Peran pimpinan dan 

manajemen rumah sakit atau fasilitas kesehatan juga sangat krusial dalam mengatasi kendala 

tersebut. Pemimpin yang visioner harus mampu memberikan contoh kepatuhan pada SOP 

dan nilai-nilai etika, sekaligus mendukung staf melalui kebijakan yang jelas dan 

pengembangan kapasitas. Pengawasan yang dilakukan secara transparan dan adil akan 

memperkuat rasa tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan tugas administrasi 

sesuai prosedur dan standar etika(Checkland et al., 2007). 

Selain itu, kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan 

kesehatan, dan organisasi profesi, diperlukan untuk memastikan SOP yang diterapkan 

relevan dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan lapangan. Pembaruan SOP secara berkala 

dengan melibatkan para praktisi akan membantu mengurangi ketidakpraktisan dan 

menyesuaikan standar dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial(Poveda-Moral 

et al., 2021). Tidak kalah penting adalah penerapan teknologi informasi dalam administrasi 

kesehatan. Sistem digital yang terintegrasi dapat mempercepat proses administrasi, 

mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi pelaksanaan SOP(Reddy & 

Shaikh, 2025). Dengan demikian, waktu yang biasanya tersita oleh prosedur manual dapat 

dialihkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi antara petugas dengan 

pasien.Secara keseluruhan, mengatasi kendala etis dan birokrasi dalam pelaksanaan SOP 

memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan sistem, penguatan kapasitas 

SDM, serta peningkatan budaya kerja yang etis dan profesional. Dengan demikian, institusi 

layanan kesehatan dapat menjaga profesionalisme di tengah kompleksitas birokrasi, 

sekaligus memenuhi hak pasien atas pelayanan yang adil, cepat, dan berkualitas. 

 

Kesimpulan 

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di layanan kesehatan memiliki peran 

vital dalam menjamin kualitas, konsistensi, dan akuntabilitas pelayanan. Namun, dalam 

praktiknya, pelaksanaan SOP dihadapkan pada dua tantangan utama, yaitu kendala etis dan 

hambatan birokrasi. Dilema etika sering muncul ketika tenaga kesehatan harus memilih antara 

mematuhi prosedur atau merespons kebutuhan pasien secara cepat dan empatik.  

Di sisi lain, birokrasi yang kompleks memperlambat pelayanan dan menurunkan 

efisiensi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Untuk mengatasi 

tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk penyederhanaan SOP, 

pelatihan etika secara berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, dan penerapan teknologi 

informasi. Selain itu, penting untuk membangun budaya kerja yang komunikatif dan 
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mendukung pelaporan masalah tanpa rasa takut, serta kepemimpinan yang visioner dan 

berintegritas. Kolaborasi lintas sektor juga dibutuhkan untuk memastikan SOP tetap relevan 

dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dengan pendekatan holistik tersebut,  
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